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1. Visi dan Misi 

     Fakultas Pertanian 

Visi Fakultas Pertanian: 

“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan 

professional dan memiliki daya saing nasional di bidang 

pendidikan pertanian” 

 

Misi Fakultas Pertanian: 

1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti 

perkembangan temuan di bidang pertanian. 

2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada 

masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 

3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

pertanian. 

4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan 

kebutuhan 

5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan 

mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila 

dan Budaya Indonesia.  

 

2. Tujuan Manual 

Penetapan Standar 

Isi Pengabdian 

Kepada Masyarakat  

 

 

Tujuan penyusunan manual penetapan standar Isi Pengabdian 

Kepada Masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, 

dan menetapkan Standar Isi pengabdian kepada masyarakat   

 

3. Luas Lingkup 

Manual Penetapan 

Standar Isi 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat  

1.  

2. Manual penetapan isi pengabdian kepada masyarakat  ini 

berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek 

kedalaman, keluasan materi Isi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

kegiatan  yang dinyatakan dalam rumusan isi pengabdian 

kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Tim. 

3. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan 



standar isi pengabdian kepada masyarakat yang   dilakukan 

oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu 

pengetahuan, seni dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

4.  

4.  

4. Defenisi Istilah 

1.  

2. Standar Isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria  

minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian 

kepada masyarakat  

3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 

masyarakat mengacu pada hasil penelitian dan bersumber pada 

ilmu pengetahuan, seni dan teknologi   yang disyahkan oleh 

universitas melalui lembaga LPPM  

4. Menetapkan standar isi PKM adalah tindakan berupa 

persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar 

dinyatakan berlaku. 

5.  

5.5.  

5. Langkah langkah 

Prosedur Penetapan  

Standar Isi 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

1.  

2. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Isi PKM  

3. 1. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Isi PKM 

berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan 

dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat  

4. 2. Tim merumuskan standar Isi PKM berdasar hasil kajian dan 

disesuaikan RIP dan RPJP  

5. 3. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap Standar Isi PKM 

yang telah dirumuskan  

6. 4. Tim melakukan penetapan Standar Isi PKM  

7. 5. Tim melakukan sosialisasi Standar Isi PKM 

8.  



 

6. Kualifikasi 

Pejabat/ Petugas 

yang menjalankan 

SOP 

1.  

2. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas 

sebagai perancang dan koordinator,  

3. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, serta dosen yang 

sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.   

 

7. Dokumen Terkait 

 

 

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 

1. 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 

2017. 

2. 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 

3. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Kemenristekdikti. 

4.  
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